
BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015

Mengingat

tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan
Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan
Pemberhentian Kepala Desa;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5%a\

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a95);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI5
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56571;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelengaraaan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a593);
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4
Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2OLs
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ts
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 57 1.71;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ot4 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 199);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ot4
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 32);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2OL4 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 694);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5
Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan,
Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 4l;

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : pERATURAN BUpATI TENTANG pSTUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PAMEKASAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN,
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
K TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang benvenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal-usul, danf atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5.

6.

7.

8.

9.



4.
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Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.
Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yarrg
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia
yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan proses
Pemilihan Kepala Desa yang keanggotaannya berasal
dari warga desa setempat.
Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat
Desa setempat yang mendaftarkan diri pada
Pemilihan Kepala Desa.
Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon yang telah
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang
berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon yang
memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan oleh
Panitia Pemilihan.

BAB II
I(EANGGOTAAIT

PANITIA PEMILIIIAN
Pasal 2

BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri atas
unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan
Desa, dan tokoh masyarakat Desa.
Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berjumlah ganjil yang terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota;
c. bendahara merangkap anggota; dan
d. anggota.

(3) Jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat {21 sebanyak 7 (tujuh) orang
ditambah 2 (dua) ora.ng dikali jumlah dusun.

BAB III
KELENGI(APAIY PERSYARATAN ADMINISTRASI

BAKAL CALON I(EPALA DESA
Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara

Indonesia dari pejabat yang berwenang;
b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas
kertas bermeterai cukup;

5.

6.

7.

8.

(1)

(2)



c.

d.

1.
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surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1,945, mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka T\rnggal lka, yang dibuat
oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai
cukup;
ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai
dengan ljazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat
yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat
yang berwenang;
akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala
Desa, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas
kertas bermeterai cukup;
kartu tanda penduduk dan surat keterangan
bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun
sebelum pendaftaran dari rukun tetangalrukun
warga dan Kepala Desa setempat;
surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa
tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun atau lebih;
surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa
tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan
putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum
tetap;
surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba
dari rumah sakit umum daerah dr. H. Slamet
Martodirdjo;
surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat
pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak
pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa
jabatan; dan
surat pernyataan tidak mengundurkan diri setelah
ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, yang dibuat
oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai
cukup.

t.

BAB IV
SELEKSI TAIUBATIAN

BAKAL CALOil KTPALA DESA
Pasal 4

(1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi
persyaratan administratif lebih dari 5 (lima) orang,
maka Panitia Pemilihan melakukan penyaringan
berupa seleksi tambahan dengan menggunakan
kriteria pengalaman bekerja di lembaga
pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia.

e.
f.

h.

J.

k.



(2t

(3)
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Dalam hal setelah dilakukan seleksi tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat nilai
terendah yang s€una, maka dilakukan uji
kompetensi/tes tertulis oleh lembaga yang
berkompeten dan independen.
Skoring kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEITETAPAIT

CALON KTPALA DESA TERPILIH
Pasal 5

(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak
dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon
Kepala Desa terpilih.

(21 Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang
memperoleh suara terbanyak yang sarna lebih dari 1

(satu) Calon, maka Calon Kepala Desa terpilih
ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal
dengan jumlah pemilih terbesar.

(3) Apabila dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 masih tedadi perolehan suara
terbanyak yang sama, maka Calon Kepala Desa
terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal
dengan jumlah pemilih terbesar kedua.

BAB VI
ITETEI{TUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
1. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 3O Tahun 2OI2

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2OL2 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala
Desa; dan

2. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 6A Tahun 2Ol3
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30
Tahun 2OL2 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2OL2 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



6

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 25 Agustus 2O15

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 25 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
*"urf)'TKASAN,

ALWI

BERITA DAERAH
NOMOR 26

KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII


